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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019; 

Menimbang 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG 

TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR r.;,7 TAHUN 2020 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 4 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

~ 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi~ 
Indonesia Nomor 4355); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

• Lembaran Negara Republi 2005 Nomor 137, Tambahan 
Indonesia Nomor 4575); 
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28. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 56); 

27. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Batang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Ba tang Nomor 62 Tahun 2018 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapata Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ba tang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 25); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ba tang Tahun 2019 Nomor 9); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ba tang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2018 Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

• 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stand 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia •':: 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa12 

Rp 122.728.564.505,86 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Rp 149.307.636.296,58 
Rp 41.470.714.188.00 
Rp 107.836.922.108,58 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp 95.021.843.862,00 
Rp 354.384.586.944,00 
Rp 211. 778.239.648,00 
Rp 661.184.670.454,00 
Rpl.755.066.560.019,00 
Rp 14.891.642.397,28 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 

Surplus 

Rp 660.000.372.912,00 
Rp 0,00 
Rp 0,00 
Rp 68.640.296.611,00 
Rp 40.416.710.000,00 
Rp 0,00 
Rp 324.824.510.042,00 
Rp 0,00 
Rp 1.093.881.889 .565,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Basil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

Rp 245.836.087 .092,28 
Rpl.115.533.250.503,00 
Rp 408.588.864.821,00 
Rpl.769.958.202.416,28 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019, terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 
2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR '77 

LANI DWI REJEKI 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 

2020 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal ~ A9().s+os 

Ditetapkan di Batang 
padatanggal ;i.Ji A9~-k,s 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001


